Markas Komando Daerah Militer di Pontianak

BAB IV
KESIMPULAN, BATASAN DAN ANGGAPAN

4.1. KESIMPULAN

Dengan melihat uraian yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya maka dapat

ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1)

2)

Pengadaan Markas Komando Daerah Militer di Pontianak sangat berpotensi
dalam upaya mempermudah arus pengendalian, baik yang bersifat administrasi
maupun yang bersifat komando dalam rangka meningkatkan efisiensi dan
efektifitas pengendalian yang selama ini berpusat di Balikpapan. Hal ini dikaitkan
dengan panjang seluruh perbatasan adalah 1.840 km (Dephut, 2005). Sedangkan
saat ini di pulau Kalimantan baru memiliki 1 Kodam yaitu Kodam VI/Tanjungpura
yang bermarkas di Balikpapan.

Dengan adanya Markas Komando Daerah Militer di Pontianak diharapkan dapat
melindungi, memelihara, dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

4.2. BATASAN

Dalam merencanakan dan merancang Markas Komando Daerah Militer di Pontianak,

perlu dibuat batasan-batasan yang jelas agar dapat memecahkan masalah. Batasan-

batasan itu berupa:

1)
2)

3)

Perencanaan dan perancangan hanya meliputi masalah-masalah arsitektural.
Masalah di luar arsitektur seperti sistem pembiayaan, sistem perhitungan struktur
atau utilitas bangunan tidak akan dibahas.

Perencanaan dan perancangan Markas Komando Daerah Militer ini menerapkan

pendekatan arsitektur Neo-Vernakular.
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4.3. ANGGAPAN

Dalam perencanaan dan perancangan Markas Komando Daerah Militer di Pontianak,

perlu kiranya diberikan beberapa anggapan sebagai langkah lanjut. Anggapan tersebut

antara lain:

1) Pembangunan dan penyelenggaraan Markas Komando Daerah Militer di
Pontianak ditangani oleh pihak TNI AD dan dalam waktu yang bertahap.

2) Masalah status tanah, lokasi, dan tapak serta penyediaan dana dianggap dapat
diatasi.

3) Tapak terpilih dianggap telah memenuhi syarat dan siap digunakan sesuai
dengan batas-batas yang ada. Tapak dalam kondisi siap diolah / dibangun,
bangunan yang telah ada di site bila dimungkinkan dianggap tidak ada.

4) Fasilitas penunjang seperti fasilitas rumah dinas bagi prajurit dianggap telah
tersedia.

5) Jaringan infrastruktur pada lokasi tapak terpilih dianggap sudah berjalan sesuai

dengan yang direncanakan.
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